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ABSTRAK

Salah satu rukun perkawinan adalah harus ada wali bagi caon mempelai
wanita. Namun tidak selamanya antara calon mempelai wanita dan wali setuju
apabila calon mempela wanita menikah dengan calon mempelai pria
Menanggapi sikap wali tersebut, calon mempelai wanita dapat mengajukan
permohonan wali adhol ke pengadilan agama di tempat kediamannya. Majelis
hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah yang menjadi alasan dari
wali adhol tersebut apakah berdasarkan hukum islam dan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 atau tidak.

Tesis ini membahas mengenai fenomena penetapan wali adhol di pengadilan
Agama Klaten: kajian alasan pengajuan dan dasar hukum penetapan tahun 2014-
2015, dimana yang menjadi pokok permasalahan yang ada dlam penelitian ini
adalah apa bentuk dan alasan-alasan keengganan para wali nasab menikahkan
anaknya? Dan apa landasan hukumnya dan bagaimana sikap hakim dalam
menyel esalkan perkaratentang wali adhol pada tahun 2014-20157.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di
lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif. Dalam hal ini,
penyusun akan meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
penetapan wali adhal tahun 2014-2015 agar diketahui adakah perbedaan dalam
melihat alasan-alsan pengajuan dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara dlam penetapan wali adhol. Sedangkan metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan bahawa hasil penelitian terhadap
bentuk dan alasan-alasan keengganan para wali nasab menikahkan anaknya
karena caon menantu yang akan menjadi menantunya benlum mempunyai
pekerjaan tetap (faktor ekonomi), komunikasi yang kurang baik antara ayah dan
wali nasab tidak merasa cocok dengan calon menantunya (faktor psikologis), wali
juga merasa kecewa dan benci terhadap menantunya karena telah menyia-nyiakan
dan menyakiti anaknya dalam pernikahannya yang terdahulu (faktor internal
dalam diri manusia itu sendiri), karena merasa sakit hati dan dendam terhadap
mantan istri dan berprinsip tidak mau menikahkan anak perempuannya (faktor
dendam), pemahaman orang tua yang keliru bahwa jika perikahan akan
mengalami masa depan yang buruk atau salah satu meninggal (faktor budaya).
Dan aasan-alasn penolakan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum agama maupun
hukum positif jika wali menolak menikahkan anaknya dengan calon pilohannya.
Landasan hukum yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan adholnya wali
adal ah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut
dengan menghadirkan saksi-saksi dan surat bukti, selain itu menggunakan hukum
normatif dan positif, yakni Kompilass Hukum Islam, Fikih dan Undang-undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal ayat 1 tentang ijin perkawinan, peraturan
menteri Agama R.I Nomor 30 Tahun 2005. Tentang Wali Hakim pada pasal 2
ayat (1) dan ayat (2), dan hal ini telah sesua dengan hukum yang berlaku baik
dari segi agama dan negara. Selanjutnya magelis hakim disaat memutuskan
penetapan mengenai adhol-nya seorang wali, maelis hakim bersikap dalam
pengambilan keputusannya tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan
normatif-yuridis saja, namun juga harus memperhatikan pertimbangan sosiologis
dan psikologis.

Kata Kunci: Wali Adhol, Alasan Pengajuan, Dasar Hukum
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0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Indonesia, Nomor: 157/1987 dan

Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan

\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba' B Be

< Ta' q Te

& Tsa' S Es dengan titik di atas
c Jim J Je

C Ha' H Hadengan titik di bawah
¢ Kha' Kh ka dan ha

3 Da D De

3 7al 4 Zet dengan titik di atas
D Ra R Er

J Za z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy esdan ye
o Es dengan titik di bawah




o= Sad S De dengan titik di bawah
L Dad D Te dengan titik di bawah
L Ta' T Zet dengan titik di bawah
¢ Za' Z Komaterbalik di atas
d 'Ain Ge

= Gayn G Ef

3 Fa' F Qi

N Qaf Q Ka

J Kaf El

¢ Lam L Em

o Mim M En

8 Niin N We

> Waw W Ha

& Ha' H Apostrof

¢ Hamzah Ye

Ya' Y
B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulisrangkap
Cnaiata Ditulis muta‘aqqidin
XIS Ditulis ‘iddah

Xi




C. Ta’ marbatah di akhir kata

1. Biladimatikan, ditulis h:

EFREN

Ditulis

ditulis

hibah

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Biladiikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h:

RUFUEWRS

Ditulis

karamah al-auliya’

3. Bila ta® marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah

ditulist:
il 38 Ditulis Zakat al-fitri
D. Vokal Pendek
ad Kasrah ditulis i (fahima)
g fathah ditulis a(daraba)
K dammah ditulis u (kutiba)

Xii




E. Vokal Panjang

1 fathah + alif ditulis a
als ditulis jahiliyyah
2 fathah + ya' mati ditulis a
pEie ditulis yas‘a
3 kasrah + ya mati ditulis 1
RS ditulis karim
4 dammah + wawu mati ditulis il
Uay ditulis furdd
F. Vokal Rangkap
1 Fathah + ya mati ditulis a
e ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis Qaulun

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
Al Ditulis a'antum
e f ditulis u'iddat
JSSS &L ditulis la'in syakartum
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H. Kata Sandang Alif + Lam

a Biladiikuti Huruf Qamariyyah
O 1l Ditulis al-Qur’ an
O Ll Ditulis al-Qiyas
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

AU Ditulis as-Sama’
el Ditulis asy-Syams
l. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Y ang

Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan K ata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

oas Al (550 Ditulis zawt al-furud,

a2 al Ditulis ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (mitsagan galidzhan) antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai wujud ibadah kepada Allah
SWT untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah. Definisi
tersebut paling tidak yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilass Hukum Islam yang
diberlakukan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Dari definis
tersebut, dapat dipahami bahwa dalam suatu perkawinan, terdapat beberapa unsur
mendasar, yaitu 1) adanya ikatan lahir bathin yang kuat antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan; 2) pelaksanaannya merupakan wujud dari ibadah
kepada Allah SWT; dan 3) bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah,
mawaddah, wa rohmah.

Tujuan agama Islam mensyari’atkan perkawinan adalah untuk
memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah
mawaddah wa rohmah), sebagai tujuan pokok, yang kemudian dibantu dengan
tujuan reproduksi (penerusan generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks),
menjaga kehormatan dan ibadah.*

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suatu perkawinan harus

memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Muhammad Yunus, rukun adalah

! Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan | (Y ogyakarta : Academia + Tazzafa, 2005),
him. 38.



bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Jikatidak dipenuhi pada saat
akad berlangsung maka perkawinan tersebut batal .2

Rukun dalam sebuah pernikahan ada lima, yaitu, adanya calon suami,
calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighat ijab gabul, dari kelima rukun tersebut
apabila salah satu tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap tidak sah. Salah satu
rukun tersebut menyebutkan harus adanya wali. Wali merupakan orang yang
berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk
kepentingan dan atas nama yang diwakili. Wali dalam pernikahan adalah orang
yang berhak menikahkan seorang perempuan yang menjadi tanggung jawabnya.
Serta dan mampu bertindak sebagai wali, apabila tidak dapat bertindak sebagai
wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang memeluk
Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan
Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor
11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.> Keharusan adanya wali dalam
perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan jumhur ulama, kecuali oleh

madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, terlebih jika

2 H. Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, cet. | (Bandung : Pustaka Setia, 2000),
him. 82.

% Dalam kedua peraturan tersebut, wali nikah terbagi atas dua, yaitu 1) wali nasab, yang
terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan (dari kerabat laki-laki) dan 2) wali hakim



perempuan tersebut telah akil baligh dan mampu mempertanggungjawabkan
setiap perkataan maupun perbuatannya.*

Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau
halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling
berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi caon
mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik aasan yang dibenarkan oleh
syar’i maupun yang tidak dibenarkan oleh syar’i. Jika hal tersebut terjadi, maka
Pegawal Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengel uarkan
surat penolak perkawinan dengan aasan wali nikah yang tidak bersedia
menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempela laki-laki.

Wali juga dilarang untuk menghalangi atau menolak menikahkan anak
perempuannya apabila ia telah mampu untuk menikah dan dikhawatirkan akan
timbul kemadharatan jika tidak segera menikah. Jka wali menolak atau
menghalangi anak perempuannya atau perempuan Yyang ada dibawah
perwaliannya dengan alasan yang tidak dibenarkan syari’at maka dianggap
melakukan adhal, sehingga kewenangannya akan berubah kepada wali hakim
sultan. Adhal adalah seorang perempuan yang meminta berkali-kali kepada

walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki, namun wali enggan untuk

* Tulisan ini tidak bermaksud untuk membahas adanya disparitas pemahaman ulama
apakah wali merupakan rukun nikah atau tidak. Tulisan ini ingin berfokus pada ketentuan yang
dianut dalam KHI yang menyatakan wali sebagai salah satu rukun nikah.



menikahkannya. Dalam kondisi ini, seorang perempuan dapat meminta kepada
sultan untuk menikahkannya.®

Caon mempelai perempuan yang keberatan dengan ha tersebut dapat
mengajukan  permohonan  penetapan  wali adhol  kepada  Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat
penolak dimaksud. Penulis akan membahas secara singkat mengenai hal tersebut
dengan aksentuasi pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh wali yang menolak
menikahkan calon mempelai perempuan, kualifikasi adhol-nya wali, serta
pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhol.

Menurut peneliti sementara, di Pengadilan Agama Klaten terdapat banyak
terjadi perkawinan karena wali adhol. Hal ini mendorong penyusun untuk
meneliti lebih lanjut mengenai adanya gugatan terhadap wali yang menjadikan
adanya penetapan wali adhal.

Dalam hal ini terjadinya perkawinan karena wali adhol sebagaimana kasus
yang pernah terjadi di Kecamatan Gantiwarno Klaten dan sampai ke ranah
Pengadilan Agama Klaten, maka para pihak yang akan melangsungkan
pernikahan, dapat mengadukan permasalahannya kepada Pengadilan Agama
Klaten yang harus melalui proses persidangan terlebih dahulu. Setelah ada
penetapan dari Pengadilan Agama Klaten, maka pernikahan dapat dilangsungkan
dengan wali yang tergugat yaitu pamannya perempuan yang akan melangsungkan
pernikahan, dikarenakan pada awalnya paman tersebut menolak menjadi wali

pernikahan keponakannya yang sudah tidak mempunyai ayah dan saudara laki-

® Muhammad bin Idris asy-Syafi’l, al-Umm, (t.t.p. . t.np., t.t) V :12. Lihat juga dalam
Abu Ibrahim Isma’il bin Yahya al-Muzani, Mukhtasar al-Muzami (Beirut: Dar al-ma’arif, 1973),
him. 163.



laki dikarenakan diancam oleh sang ibu perempuan tersebut. Hal ini seperti
dinyatakan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987,
dinyatakan bahwa *“untuk menyatakan adhal-nya wali ditetapkan dengan
keputusan Pengadilan Agama yang mewilayani di tempat tinggal calon mempelai
wanita.” Dalam suatu kasus apabila terdapat suatu ancaman dari pihak tertentu
maka bisa dikenakan dalam pasal perbuatan yang tidak menyenangkan.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Klaten,
karena belum ada penelitian yang meneliti di Pengadilan Agama Klaten mengenai
kasus tersebut, sedangkan penyusun memilih tahun 2014-2015 karena pada tahun
tersebut tingkat terjadinya wali adhal relatif tinggi terdapat kasus yang lebih
menarik untuk diteliti, sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian
tentang faktor penyebab adanya penetapan wali adhal di Pengadilan Agama

Klaten.

B. Rumusan Masalah
Penelitian ini secara spesifik membahas subjek penelitian berdasarkan
permasalahannya. Permasalahan yang fokus dikaji dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa Bentuk dan alasan-alasan keengganan para wali nasab
menikahkan anaknya?
2. Apa Landasan hukum apa dan bagaimna sikap hakim dalam

menyelesaikan perkaratentang wali adhal padatahun 2014-2015 ?



C. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap putusan hakim di PA Klaten
selain memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan, juga memiliki
tujuan lain, yaitu:
1. Menjelaskan pengertian tentang wali dan mendiskripsikan wali adhol
dalam perkawinan.
2. Landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara
tentang wali adhol di PA Klaten.
3. Memberikan informasi mengenai  tinjauan  yuridis tentang
pertimbangan hakim dalam putusan perkarawali adhol di PA Klaten.
Adapun kegunaan penelitian adalah: Penelitian ini diharapkan bermanfaat
bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti

selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan perkawinan merupakan topik yang
sampai  kapanpun sifainya hangat dan actual, karena memang persoaan
perkawinan khususnya rumah tangga sangat kompleks, mengingat zaman terus
berkembang, pengaruh industry terhadap keluarga, akulturasi budaya yang sangat
distingtif, dan lain sebagainya. Implikasinya tentu pada struktur social, pembagian
peran suami-istri, dan lain sebagainya.

Topik tentang wali adhal juga menjadi hangat untuk diteliti. Oleh karena

itu, peneliti memilih topik ini sebagai penelitian, khususnya di wilayah kota



Klaten. Selanjutnya, untuk memperkaya pembahasan dan pertimbangan peneliti
menyertakan hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan perkawinan yang
menggunakan wali adhal.

Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan Bagi
Para Pihak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang,® yang ditulis oleh Hendrix
Y onaz. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis sosiologis.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan
adalah “Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab
Kepada Wali Hakim Karena Wali Adha (Studi Kasus Putusan Nomor
58/Pdit.P/2010/PA Mks.),” yang ditulis oleh Indra Fani. Adapun metodologi yang
dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang berupa data
primer dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang
dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan wali adhal, dan
cara menggugat bermohon pada Pengadilan Agama Makasar untuk peralihan dari
wali nasab ke wali hakim karena wali adhal serta proses penyelesaian perkarawali
adhal di pengadilan agama Makasar.

Karya ilmiah dalam bentuk penelitian skripsi yang membahas mengenai
wali diantaranya kedudukan wali nikah dalam perkawinan anak dibawah umur
menurut mazhab Hanafi dan KHI. Pada dasarnya pandangan keduanya

menghendaki adanya wali dalam perkawinan dan kedua-duanya menentukan

® Hendrix Y onaz, Pertimbangan hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan Bagi
Para Pihak di Pengadilan Agama Kelas 1A padang, skripsi, (Padang: Fakultas Hukum Universitas
Andalas Padang, 2011).

" Indra Fani, Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Nasab
kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal. (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks),
skripsi, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).



adanya kebolehan melaksanakan perkawinan di bawah umur dan terdapat
kemungkinan untuk melaksanakannya, meskipun masing-masing menyatakan
syarat-syarat tertentu adanya perkawinan dibawah umur.®

Skripsi yang menjelaskan bahwa wali nikah bagi calon mempelai
perempuan berpindah ke tangan kepada wali hakim karena wali tidak ada. Calon
mempelal perempuan tersebut tidak memiliki wali nasab dan wali agrab sehingga
untuk menikah perempuan tersebut dapat meminta kepda penguasa untuk
menikahkannya dengan wali hakim yang telah ditunjuk berdasarkan putusan dari
pengadilan agama setempat. Penelitian ini dilakukan di kantor urusan agama
kecamatan jebres dengan menggunakan data lapangan yang dianalisa
menggunakan tinjauan yuridis.’

Studi terhadap pandangan imam asy-Syafi’l tentang perpindahan hak wali
nikah untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya disebabkan wali tidak
mau menikahkannya. Perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat untuk
mel angsungkan perkawinan dan telah dilamar oleh laki-laki, namun wali menolak
dengan alasan yang tidak syar’l, maka perempuan tersebut boleh meminta kepada

penguasa (sultan) untuk menikahkannya dan wali dianggap adhal.*

8 Muhammad Syafruddin, “Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di bawah
umur menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan KHI”. (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah
IAIN SUKA: 1997).

® Taufig Muhammad, “Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta (Tinjauan dari segi Yuridis)”, (Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN SUKA: 1998).

19 Aan Mustofa, Adal sebagai aasan perpindahan wali dalam pernikahan (Studi atas
Pendangan Imam Asy-Syafi’i)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN SUKA : 2001).



E. Kerangka Teori

Kagian mengenai wali adhal termasuk dalam kajian yang kontemporer.
Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan karena tidak direstui melakukan
tindakan yang dilarang oleh agama seperti kawin lari atau berujung pada tindakan
mengancam jiwa, dengan melakukan bunuh diri. Hal tersebut dikarenakan masih
banyaknya wali yang tidak bersedia menikahkan anaknya dengan berbagai macam
alasan. Anak yang ingin melangsungkan pernikahan meminta restu orangtuanya
namun orang tua menolak memberikan restu karena hal-hal tertentu. Alasan
penolakan orangtua terhadap keinginan ananknya yang tidak jelas akan berakibat
kurang harmonisnya hubungan antara keduanya. Sehingga banyak orang tua yang
tidak mengakui anaknya karena dianggap telah membangkang terhadap kehendak
orangtua.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan, terdapat solusi ketika melaksanakan adhol. Dalam hal
demikian tidak dijelaskan secara rinci tentang sebab-sebab wali adhol.
Kewenangan tentang adhal-nya seorang wali merupakan kewenangan Pengadilan
Agama untuk memberikan penetapan. Penetapan yang berisi tentang adhol-nya
wali dan menunjuk wali hakim untuk menikahkan perempuan tersebut
berdasarkan pertimbangan tertentu. Kantor Urusan Agama yang ditunjuk dapat
menikahkan dengan hakim setelah ada putusan dari pengadilan.

Roscoe Pound dalam sebuah pernyataannya menyatakan bahwa fungsi
hukum adalah social engineering atau rekayasa social. Dalam pemikirannya ia

menyatakan bahwa putusan hakim yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan



10

mampu merubah perilaku manusia. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dan
para pihak yang mengajukan masalah kepada pengadilan memohon keadilan agar
diputuskan mana yang benar dan adil oleh hakim. Hakim kemudian akan
memeriksa kasus tersebut dan kemudian akan memutuskan apa yang seharusnya
dipatuhi oleh para pihak. Hakim membentuk hukum berdasarkan putusan hakim
yang diharapkan akan merubah perilaku para pihak yang awalnya tidak
mengetahui yang benar menurut hukum, dan kemudian akan bertindak serta
berperilaku menurut hukum. Sehingga hukum mendidik ia untuk paham akan
hukum.™

Secara langsung dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan tersebut (law)
diharapkan telah mampu merekayasa atau merubah perilaku masyarakat. Dalam
hal ini tidak ada unsur power penguasa untuk menekan kehendaknya terhadap
rakyat, melainkan hakim yang paham hukum mendidik masyarakat bagaimana
berperilaku yang sepatutnya. Hakim mendidik para pihak untuk berperilaku yang
awanyadiluar hukum menjadi manusia yang sadar hukum di tengah massyarakat.
Hakim yang bekerja haruslah proaktif membuat putusan untuk menyelesaikan
perkara dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Dengan demikian,
putusan hakim selalu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.*

Di Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara wali adhol,
sudah barang tentu menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari segi norma

dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat dan dasar hukum yang kuat.

" Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory), cet. Il (Jakarta:
Kencana, 2013), him. 247.

12 Qulistyowati Irianto dkk, Metode Penelitian Hukum: konstelasi dan Refleksi (Jakarta:
Y ayasan Obor Indonesia, 2009), him. 176.
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F. Metode Penelitian
1. Jenisdan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yang
berlokasi dibeberapa KUA Klaten dan PA Klaten.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.*® Penelitian ini bertujuan
menggambarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten dalam
memutuskan permohonanan penetapan wali adhal tahun 2014-2015.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis sosiologis.** Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian
langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang
obyektif.™ Dalam hal ini, penyusun akan meneliti pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara penetapan wali adhol tahun 2014-2015 agar diketahui
adakah perbedaan dalam melihat alasan-alasan pengajuan dan dasar hukum

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam penetapan wali adhol

¥ Deskriptif analisis ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara
lengkap karakteristik atau cirri-ciri dari suatu keadaan yang sedang berkembang atau berlangsung
sebagai pengaruh dalam menghasilkan produk hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan
tempat. Lihat Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2006), him. 96.

"  Sosiologis yuridis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dari keadaan nyata
masyaratakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact
finding), yang kemudian menuju indentifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju
kepada penyelesaian masalah (problem-solution). Sogjono Soekanto, Pengantar Penelitian
Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1982), him. 10.

> Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004). HIm. 53.
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4. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan dengan cara:
a wawancara,

Penyusun melakukan wawancara mendalam (in-depth
interview).*® Narasumber adalah Hakim Pengadilan Agama K laten dan
yang berperkara.

b. Dokumentasi
Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumentasi

" Penelusuran dokumen atau arsip

terkait dengan ha yang teliti.
Pengadilan Agama Klaten, penelusuran peraturan perundang-undangan
terkait termasuk putusan wali adhal, penelusuran kepustakaan,
membaca literature yang berhubungan dengan status anak di luar nikah
serta penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data-data yang
terkait dengan wali adhal.

5. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

16 Wawancara mendalam (in-depth interview) ialah usaha memperoleh informasi dengan
cara menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali
keterangan yang jelas secara langsung yang brekaitan dengan masalah yang diteliti kepada respon.
Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-11 (Jakarta:
Rineka Cipta, 1998), him. 114.

' Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), him. 61
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a Data Primer.’® Data ini diperoleh langsung dari narasumber yaitu
Hakim Pengadilan Agama Klaten dan orang yang berperkara.

b. Data Sekunder.’® Data ini diperoleh dari dokumentas atau arsip
Pengadilan Agama Klaten, artikel dan penelusuran situs internet yang
berkaitan dengan wali adhol.

6. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah metode
analisis yang dicetuskan oleh miles dan Huberman yang menyatakan bahwa
untuk menganalisa data yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi sebagal sesuatu yang saling menjalin pada saat
sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sgjgjar untuk
membangun wawasan umum yang disebut analisis.?

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, penyusun akan mengumpulkan data sesuai dengan
sumber, metode dan instrument pengumpulan data sebagaimana
disebutkan sebelumnya. Penyusun akan mewawancarai para hakim
Pengadilan Agama Klaten dan orang yang berperkara disini adalah wali

yang digugat dan calon mempelai wanita yang menjadi sumber data

8 Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh
penelitian dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan M. Suparmoko,
Metode Penelitian Praktis, cet. Ke-1 (Y ogyakarta: BPFE, 1999), him. 67.

19 Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah
dipublikasikan. Lihat Ibid.

2 Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber
Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: Ul Press, 1992), him. 19.
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penelitian, memeriksa dan mencatat dokumen-dokumen atau arsip
Pengadilan Agama Klaten yang menjadi sumber data penelitian.
. Reduksi Data

Adalah proses pendlitian, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini,
penyusun akan memilah data yang diperoleh di lapangan yang berkaitan
dengan focus penelitian yaitu penetapan wali adhal oleh Hakim
Pengadilan Agama K laten.
. Penygjian Data

Setelah data yang didapatkan direduksi, maka langkah selanjutnya
adalah mendisplaykan atau menygjikan data. Data yang diperoleh dari
lapangan yang telah direduksi disgjikan dalam bentuk narasi agar
memudahkan penyusun pada tahap selanjutnya yaitu penarikan
kesimpulan dan verifikasi.
. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Hal ini merupakan tahap terakhir dari serangkaian tahap analisis
data. Proses ini dapat dilakukan dari permulaan pengumpulan data,
penyusun mulai mencari arti dari data yang diperoleh dari Hakim
Pengadilan Agama Klaten, kemudian mencatat beberapa kesimpulan
sementara yang akan disempurnakan berdasarkan data menjadi

kesimpulan final.
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G. Sistem Pembahasan

Untuk memperoleh hassil penelitian yang sistematis adan baik, maka
pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang
paling umum karena menjadi dasar penyususn tesis ini. Pertama, pendahuluan
diawali dengan latar belakang massalah yang dijadikan bahsan pokok masalah
dalam penelitian. Kedua, pokok masalah menentukan inti permasalahan dari
penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian memiliki
alur dan arah yang jelas serta dapat member kontribusi pemikiran bagi berbagai
pihak yang berkepentingan. Keempat, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa
masalah yang diteliti belum pernah diteliti. Kelima, kerangka teoritik,
menggambarkan cara pandang dan aat analisa yang akan digunakan untuk
menganalisa data. Keenam, metode penelitian merupakan penjelasan metode dari
teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data
Ketujuh sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam mengklasifikai data
serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab kedua, pembahasan diarahkan pada tinjauan umum tentang wali
nikah, mencangkup syarat sahnya sebuah pernikahan, pengertian wali nikah,
syarat sah yang menjadi wali nikah, pengertian wali adhal.

Bab ketiga, pembahasan di bab ini berisi deskripsi penetapan wali adhal di
Pengadilan Agama Klaten tahun 2014-2015 disertai mekanisme pembuktian,
dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-perkara

tersebut.
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Bab keempat adalah bab inti, pada bab ini penyusun akan melakukan
analisis terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama klaten dalam
meemutuskan permohonan penetapan wali adhal dan memberi gambaran kasus
pernikahan dengan wali adhal di KUA Klaten.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang berisi penutupan yang meliputi
kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi kessmpulan dari keseluruhan tesis ini
dan saran-saran bagi pihak-pihak yang berkaitan yaitu Pengadilan Agama Klaten

dan pihak yang berperkara.



BABV

PENUTUP

A. Kesmpulan
1. Bentuk Keengganan dan alasan wali nasab menolak untuk menikahkan
anaknya pada umumnya adalah karena faktor perbedaan suku bangsa,
berbeda agama, tidak sedergjat/tidak kufu dalam kehidupan sosial ekonomi
dan mempelai laki-laki tidak diketahui dengan jelas mengenai asal usulnya.
Namun pada penetapan permohonan wali adhol yang terdapat di
Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2014-2015 yang menjadi bentuk dan
alasan-alasan keengganan para wali nasab menikahkan anaknya, karena calon
menantu yang akan menjadi menantunya belum mempunyai pekerjaan tetap
(faktor ekonomi), komunikasi yang kurang baik antara ayah dan anak wali
nasab tidak merasa cocok dengan calon menantunya (faktor psikologis), wali
juga merasa kecewa dan benci terhadap calon menantunya karena telah
menyia-nyiakan dan menyakiti anaknya dalam pernikahannya yang terdahulu
(faktor internal dalam diri manusia itu sendiri), karena merasa sakit hati dan
dendam terhadap mantan isteri dan berprinsip tidak mau menikahkan anak
perempuannya (faktor dendam).
Jika di pandang aspek hukum, alasan-alasan penolakan tersebut tidak
dibenarkan oleh hukum Islam maupun hukum positif jika wali menolak
menikahkan anaknya dengan calon pilihannya. Namun jika dipandang dari

aspek sosiologis masyarakat faktor budaya yang berkembang dalam

102
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masyarakat juga mempengaruhi alasan wali untuk menolak menikahkan anak
perempuannya, seperti pemahaman terhadap mitos bahwa jika antara
penduduk desa Klodran dan penduduk desa Kayumas melangsungkan
pernikahan, akan mengalami masa depan yang buruk atau salah satu
meninggal .

2. Landasan hukum yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan adholnya
wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan
perkara tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi dan surat-surat bukti,
selain itu menggunakan hukum normatif dan postif, yakni Kompilasi Hukum
Islam, fikih dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal ayat 1
tentang Ijin Perkawinan, Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun
2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan hal ini telah
sesuai dengan hukum yang berlaku baik dari segi agama dan negara.
Selanjutnya majelis hakim di saat memutuskan penetapan mengenai adhol -
nya seorang wali, majelis hakim bersikap dalam pengambilan keputusannya
tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis saja,

namun juga harus memperhatikan pertimbangan sosiologis dan psikologis.

B. Saran
1. Sebelum meangsungkan perkawinan hendaknya dilakukan proses
pengenalan keluarga yakni dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Hal
ini dimaksudkan untuk lebih mengenal lebih jauh pribadi dan asa usul

masing-masing keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman.
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2. Bagi para orang tua, untuk tidak khawatir untuk menikahkan anaknya
walaupun dia belum berpenghasilan tetap. para orang tua jangan menjadi
penghalang anak untuk menikah, jika memang anaknya sudah sangat ingin
menikah dan takut terjatuh dalam perbuatan dosa, terlebih lagi dengan
alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh agama. Dan hendaknya
Hubungan antar keluarga dijaga keharmonisannya, terutama hubungan
antara orang tua dan anak. Alangkah baiknya bila tidak ada yang
memaksakan egonya masing-masing.

3. Apabila ada masalah antara orang tua dan anak lebih baik untuk dipikirkan
matang-matang dan menyel esaikan permasalahan secara kekeluargaan dan
berlandaskan pada ajaran agama yang telah diberikan oleh Allah SWT,
agar anak senantiasa tetap berbakti kepada orang tuanya dan juga orang
tua dapat menghindarkan anaknya dari dosa durhaka.

4. Bagi para pihak-pihak terkait seperti para pejabat Kantor Urusan Agama
dan Praktisi-Praktiss Hukum Islam khususnya agar mensosialisasikan
kepada masyarakat masalah wali adhol melaui kaian-kajian, ceramah-

ceramah di majelis ta’lim, khutbah jum’at dan lain-lain.
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HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Hakim PA Klaten Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H,. M.S.I
Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Klaten

1. Pertanyaan : Di Pengadilan Agama Klaten rata-rata berapa perkara yang telah
masuk dan diterima? Ada berapa perkara wali adhol yang diterima dan
diiputus dari tahun 2014-2015?

Jawab : Pengadilan Agama Klaten perkara yang diterima dan diputus selama
kurun waktu 2 tahun dari tahun 2014-2015, yakni perkara yang diterima
sebanyak 2644 kasus dan perkara yang diputus sebanyak 4706 kasus. Pada
Pengadilan Agama Klaten perkara yang mendominasi adalah perkara
perceraian. Jumlah perkara perceraian yang diterima di PA Klaten selama dua
terakhir berjumlah 4066 kasus, sedangkan jumlah perkara yang diputus
berjumlah 3838 kasus. . Perkara selanjutnya yang jumlahnya berada di bawah
perceraian adalah perkara dispensasi kawin, jumlah keseluruhan dari tahun
2014-2015 perkara yang diterima sebanyak 289 kasus dan perkara yang
diputus sebanyak 287 kasus. Perkara-perkara selain perceraian dan dispensasi
kawin yaitu, perwalian perkara yang diterima sebanyak 92 kasus dan perkara
yang diputus sebanyak 94 kasus, penetapan ahli waris perkara yang diterima
sebanyak 79 kasus dan perkara yang diputus sebanyak 75 kasus, izin poligami
perkara yang diterima sebanyak 36 kasus dan perkara yang diputus sebanyak
30 kasus, kewarisan perkara yang diterima 19 kasus dan perkara yang diputus
sebanyak 8 kasus. Dan khususnya perkara wali adhol, perkara yang diterima
sebanyak 26 kasus dan perkara yang diputus sebanyak 23 kasus. Dari tahun
2014-2015 perkara wali adhol yang diterima di Pengadilan Agama Klaten
mencapal angka rata-rata sama pertahunnya sebanyak 13 kasus

2. Pertanyaan : aasan-alasan apa sgja yang digunakan oleh pemohon untuk
mengajukan permohonan wali adhol?

Jawaban: secara umum alasan yang digunakan dalam pengajuan permohonan
wali adhol kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai
dalam kurun waktu yang cukup lama dan ingin melangngsungkan pernikahan,
namun ayahnya selaku wali nasab tidak menyetujui keinginan kedua calon
mempelai untuk menikah.

3. Pertanyaan : kenapa selaku wali nasab menolak untuk menikahkan anak
perempuannya? Apa alasan keengganannya?

Jawaban : secara umum Keengganan wali nasab untuk menikahkan anaknya
adalah karena faktor perbedaan suku bangsa, berbeda agama, tidak



sedergat/tidak kufu dalam kehidupan sosia ekonomi dan mempelai laki-laki
tidak diketahui dengan jelas mengenai asal usulnya.

. Pertanyaan : Dari permohonan perkarawali adhol yang masuk ke pengadilan,
bagaimana sikap dan putusan Hakim?

Jawab : Pihak Pengadilan telah melakukan upaya mediasi yang dimediatori
oleh Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan, namun jika upaya mediasi tidak
berhasil dan aasan-alasan penolakan dapat dibuktikan maka Hakim akan
memutus untuk dikabulkan.

. Pertanyaan : Mengapa permohonan wali adhol yang masuk ke pengadilan
tekesan selalu dikabulkan oleh Hakim?

Jawab : tidak terlalu mudah bahkan mempersulit, karena ketika pertama kali
dipanggil akan dilakukan mediasi meskipun terkadang para pihak yang
bersangkutan berdalih sudah melakukan upaya mediasi di luar pengadilan
namun Hakim tidak langsung percaya. Hal tersebut sesua dengan Perma RI
Nomor 1 Tahun 2008.

. Pertanyaan : Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus
perkarawali adhol?

Jawab : Peraturan Menteri Agama R.l. Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali
Hakim pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

. Pertanyaan : Dari perkara wali adhol yang masuk di Pengadilan Agama
Klaten adakah upayamedias yang berhasil dilakukan?

Jawab : banyak mediasi yang tidak berhasil, tapi ada satu dua yang berhasil.

. Pertanyaan : Pertimbangan yuridis apa sgja yang dilakukan Hakim dalam
menj atuhkan putusan hak asuh anak karena perceraian?

Jawab : Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan,



HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Pemohon Wali Adhol di Pengadilan Agama Kabupaten
Klaten.

1

Pertanyaan : Apaaasan mengajukan perkarawali adhol ?

Jawaban : karena ingin melakukan pernikahan akan tetapi walinya tidak
berkenan menjadi wali

Pertanyaan : Apaaasan walinyatidak berkenan menikahkan?

Jawaban : karena menurut kepercayaan orang tuamya jika antara penduduk
desa Klodran dan penduduk desa Kayumas melangsungkan pernikahan, akan
mengalami masa depan yang buruk atau salah satu meninggal.

Pertanyaan : langkah apa sga yang anda tempuh agar tetap hbisa
mel angsungkan pernikahan?

Jawaban : awanya datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan,
dikarenakan wali menolak untuk menjadi wali nikah kemudian mendapatkan
surat pengantar dari KUA untuk mengajukan Wali Adhol.

Pertanyaan : apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang ketentuan
hukum wali adhol?

Jawaban : sebelumnya belum mengetahuinya, dikarenakan mereka merasa
buta akan hukum perkawinan.

Pertanyaan : apakah sebelumnya anda belum pernah mendapatkan penyuluhan
atau pengetahuan mengenai hal wali adhol?

Jawaban : belum, mereka hanya mengetahuii sebatas rukun perkawinan secara
umumnya saja dan kurang memahami secara detail.
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